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PUTUSAN
Nomor:3926/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

         Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara 

perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai 

antara :

PENGGUGAT , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu 

Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan
TERGUGAT , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Sopir, 

tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang Penggugat sudah tidak 

diketahui  alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah republik Indonesia,  

sebagai "Tergugat";

        Pengadilan Agama tersebut ;

        Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

        Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2013 

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 

3926/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 September 1983, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan 

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan  Dampit,  Kabupaten Malang, Nomor : 515/162/IX/1983, sesuai dengan 

Duplikat akta nikah Nomor : Kk.15.35.27/Pw.01/88/DN/2013, tanggal 03 Juli 2013);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Srimulyo, 

kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selama 2 tahun, kemudian pindah dan 

bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa 
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Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 10 tahun. 

Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri ( ba’dadukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang 

bernama : 

      a. MARLIN NUR ATIKA USTADAH, umur 28 tahun;

      b. EVI ERNA USTADAH, umur 22 tahun;

3. Lebih kurang sejak 18 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan 

Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah.Selama itu Tergugat 

tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan 

pasti di Wilayah Republik Indonesia; 

4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain ke rumah orangtua 

Tergugat di Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, akan tetapi 

orang tua Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

5.  Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

           Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.  Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

4.    Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat 

telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk 

hadir sebagai wakilnya, walaupun berdasarkan Relaas Panggilan yang pertama tanggal 

09 Juli 2013, dan panggilan kedua tanggal 14 Agustus 2013 Nomor : 3926/Pdt.G/ 2013/

PA. Kab. Mlg., yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut 

melalui Radio KDS FM, dan tidak ternyata ketidak hadirannya dikarenakan halangan/

alasan yang sah menurut hukum. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati 
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Penggugat tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti surat berupa :

-   Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan  Dampit,  Kabupaten 

Malang  Nomor 515/162/IX/1983, sesuai dengan Duplikat akta nikah Nomor : 

Kk.15.35.27/Pw.01/88/DN/2013, tanggal 03 Juli 2013 (P.1);

         Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi   I:, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di 

Kabupaten Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia 

akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka 

atas pertanyaan Ketua Majelis,  saksi tersebut menerangkan sebagai berikut : 

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  tetangga 

dekat Penggugat; 

• Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;  

• Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;Saksi 

mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat jarang 

pulang dan jarang memberikan nafkah, dan terakhir pertengkaran Tergugat pergi 

tanpa pamit Penggugat selama kurang lebih 10 tahun, dan sekarang Tergugat tidak 

diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Republik Indonesia;

Saksi  II:, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten 

Malang; Saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan 

menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain kecuali yang sebenarnya, maka atas 

pertanyaan Ketua Majelis,  saksi tersebut menerangkan sebagai berikut : 

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  tetangga 

dekat Penggugat; 
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• Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai; 

• Bahwa  setelah itu anara Pemohn dan Tergugat sering bertengkar karena  Saksi 

mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua 

Penggugat, dan dikaruniai 2 orang anjak bernama : Marlin Nur Atika Ustadah, umur 

28 tahun, serta Evi Erna Ustadah, umur 22 tahun; 

• Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah nafkah, 

karena Tergugat sebagai sopir jarang memberi nafkah, dan Tergugat pergi tanpa 

pamit Penggugat hingga sekarang kurang lebih 10 tahun, sekarang Tergugat sudah 

tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia; 

Menimbang,  bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan 

sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita 

acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya 

adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil 

dengan sah dan patut, tidak datang tanpa alasan yang sah, dan Majelis Hakim telah 

berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan 

secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang 

berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi 

tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada 

pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena 
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berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan jarang 

memberikan nafkah, dan terakhir pertengkaran Tergugat pergi tanpa pamit Penggugat 

dan puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan 

putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 18 tahun, dan selama itu 

Tergugat sudah tidak pernah kirim kabar berita, nafkah kepada Penggugat bahkan tidak 

diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah 

Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa 

alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan 

sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah 

memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek 

sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat 

dalam kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di 

luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang 

tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam 

perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti”;

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak 

mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap 

membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, karena 

perkara ini menyangkut bidang perkawinan menggunakan hukum acara  khusus  sesuai 

kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah 

mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik 
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dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat serta dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis,   Penggugat  juga    mengajukan   2 

(dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan 

yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, 

dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para 

saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, 

maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut 

Hukum Islam pada tanggal 27 Septmber 1983, terbukti dengan bukti P.1, dan 

keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing 

dalam perkara ini;

2. Tergugat ternyata sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik 

didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia terbukti dari bukti P.2, 

keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;

Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang   

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

3. Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berselisih dan bertengkar 

dan puncaknya Tergugat sebagai suami meninggalkan Penggugat dan tidak 

diketahui tempat tinggalnya selama 18 tahun  berturut-turut“, maka berdasar fakta 
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tersebut alasan cerai gugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f), 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “suami wajib 

melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga 

sesuai dengan kemampuannya”, tetapi faktanya Tergugat sebagai suami justru 

meninggalkan Penggugat selama  18 tahun lebih berturut-turut sampai sekarang tanpa 

pernah kembali dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, 

karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak 

bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka patut dinilai antara 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana 

rasa cinta, hormat menghormati  dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara 

satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami 

isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai 

dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut 

dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, 

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 

sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  atau rumah 

tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-

Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat 

diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang 

demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian 

agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri; 
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu 

mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Mar’ah bainal Fiqh wal 

Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100, yang berbunyi :

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya 

perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya 

yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan 

tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. 

Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik 

yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, 

sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan 

antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah 

menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan 

pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka 

Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah  

terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan 

Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan 

dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a 

quo yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah 
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sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam amar putusan 

ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah ”cerai gugat” termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat 

(PENGGUGAT  );

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang  untuk 

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada 

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya  meliputi tempat kediaman Penggugat 

dan Tergugat  dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 

Penggugat dan Tergugat  dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan 

untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 

284000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu  rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2013 M bertepatan 

dengan tanggal 03 Muharam 1435 H., 1434 H., dalam musyawarah Majelis hakim oleh 

kami Drs. H. Suhardi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Afnan 
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Muhamidan, M.H. dan Drs. Waryono, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta 

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum 

dengan dihadiri oleh para hakim  Anggota serta Dra. Hj. Siti  Djayadninggar       sebagai 

panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Drs. Afnan Muhamidan, M.H. Drs. H. Suhardi, S.H.,M.H.

Hakim anggota II,

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

                         

Dra. Hj. Siti Djayadaninggar

Rincian Biaya Perkara   :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp      38.000,-

2. Biaya Proses : Rp.    240.000,-
3. Materai : Rp.        6.000,-
Jumlah : Rp.    284.000,-
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